b

o)

Peraturan Menteri Dal egen Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Derah, dalam hal Pemerintah Daerah

akan menambah jumiah penyertaan modal melebihi jumiah penyertaan
modal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang
Penyertaan Modal, diiakukan perubahan Peraturan Daerah tentang
Penyertaan Modal yang berkenaan;

bahwa dalam rangka pengembangan usaha, peningkatan kinerja dan
pendapatan daerah serta perkuatan struktur permodalan, perlu

menambah penyertaan modal Pemerintah Kota Pontianak pada Badan

Usaha Milik Daerah { BUMD );

p o)

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
dan huruf b tersebut diatas, maka periu menyusun Peraturan Daerah
tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak
pada Badan Usaha Milik Daerah Kota Pontianak vang diatur dan

dltetapkan dalam Peraturan Daerah.
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Undana No 27 Tzhun 1959 te ~ Danat
naan 4 N Tuov Lcsuanq : L

undang Darura‘- Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembe ntukan Daerah
Tingkat Il di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
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Nomor 8 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik !ndonesna Tahun 1965

Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

27ERY -
£iJ0) ,

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Repubiik indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

v}

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 53, Tambahan iLembaran Negara Repubiik indonesia
Nomor 4389) ;
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4437)
bCUdUdiH!aHd telah diubah uwerasa Kali yang terakhir uenaan unuanu=
undang Nomor 12 Tahun 2008 (anbarar\ Negara Repub';k Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844) ;

6. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penmbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

RepubuK Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (L. embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

bin
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang
Miiik Negara/Daerah (Lembaran Negara Repubiik indonesia Tahun 2006
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor

38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2008

Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4855) ;

10. Peraturan Daerah Kotamadya Dati Il Pontianak Nomor 3 Tahun 1975
u—)n.anu r-'e*nmﬁaﬁ "'etu‘sdnddn uderan I—\H nﬂu}UHl '\\)ld”!du\:d L)dil H
Por‘taanak (Lembaran Daerah Kotamadya Tingkat Ii Pontianak Tahun

1976 Nomor 1 Seri D Nomor 1);

11.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1993 tentang Penyertaan Modal
Daerah Kotamadya Daerah Tk.l Pontianak kepada Pihak Ketiga

s 2B

u_emoar daeran Tahun 1994 Nomor 1 Seri D Nomor l) ,

12_Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat |l Pontianak Nomor 13
Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank Pasar Kotamadya Daerah
Tingkat Il Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 1997 Nomor 1, Seri D

Nomor 1) ;

tentang Pelijbdﬂddﬂ Daerah r\duu:jb indah Pontianak {(Lembaran

)
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Uﬂ.san Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota
Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7);
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15.Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa (Lembaran Daerah
Kota Pontianak Tahun 2009 Nomor 3 Seri E Nomor 2);

16 Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-

Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010
Nomor 4 Seri E Nomor 4) ;
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er an Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2010 tentan
ggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 201
(Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 8).
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18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011;

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK
dan
WALIKOTA PONTIANAK

ME. U"' ISII a N

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN

MODAL PEMERINTAH KOTA PONTIANAK PADA BADAN USAHA MILIK
DAERAH KOTA PONTIANAK

BAB i
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksu

T

@

U
. Daerah adalah Kota P ntianak;
. Walikota adalah Walikota Pontianak;

. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik
Daerah Kota Pontianak yang terdiri dari PDAM Tirta Khatulistiwa, PD. BPR Bank Pasar
dan PD. Kapuas Indah;

. - I‘I_l-l _ Py PO Yy

Penyertaan modal Pemerintah Kota Pontianak adalah Pengaiihan kepemilikan uang atau
barang yang semula merupaka kekayaan daerah yang tidak dipisahkan menjadi
kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada
BUMD Kota Pontianak.

. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah
rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama
oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

oA EF

BAD i
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
) Penambahan penyertaan modal dimaksudkan unfuk mengembangkan usaha,

i € i ¥
meningkatkan kinerja, dan memperkuat struktur permodalan BUMD
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Tujuan penambahan penyertaan modai |

Mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Mendukung upaya periuasan pelayanan kepada masyarakat serta manfaat ekonomi,

sosial dan/atau manfaat lainnya.

7\
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BAB il
BENTUK
Pasal 3

kepada BUMD dapat berbentuk uang

PDAM Tirta Khatulistiwa
Pasal 4
1) Penyertaan modal Pemerintah Kota Pontianak yang ftelah disetor pada PDAM sampai
dengan Tahun 2002 sebesar Rp. 29.622.856.717,86 ( Dua puluh sembilan milyar enam
ratus dua puluh dua juta delapan ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah
delapan puluh enam sen );

(2) Rincian Nilai Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a. Tahun 1975 sebesar Rp. 103.000.000,00 ( Seratus tiga juta rupiah );
b. Tahun 1997 sebesar Rp. 10.895.244 840,58 ( Sepuluh milyar delapan ratus sembilan
puluh lima juta dua ratus empat puluh empat ribu delapan ratus empat puluh rupiah
lima puluh delapan sen ), berupa pengadaan dan pemasangan pipa dan aksesoris;

¢. Tahun 1999 sebesar Rp. 10.480.945.490 ( Sepuluh milyar empat ratus delapan puiuh
juta sembilan ratus empat puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh rupiah ), berupa
pembuatan reservoir berkapasitas 1.000 m?® lengkap dengan rumah genset, pekerjaan
mekanikal elektrikal, PLN dan perpipaan;

Py AP AN A n g ale s

d. Tahun 2000 sebesar Rp. 4.072.765.387,28 ( Empat milyar tujuh puluh dua juta tujuh
ratus enam puiuh lima ribu tiga ratus deiapan puiuh tujuh rupiah dua puluh deiapan
sen ), berupa pembiayaan konsultan Detail Engineering Design (DED) dan Financial
Engineering Design (FED) serta Management Financial Advisory (MFA) Proyek KUDP
Komponen Air Bersih;

n 2001 sebesar Rp. 1.256.616.000 ( Satu milyar dua ratus lima puluh enam juta
enam ratus enam belas ribu rupiah ), berupa pengadaan pipa PVC, pengadaan 20
(dua puluh) unit hidran umum berkapasitas 3 m® dan perlintasan pipa steel;

)
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I

Tahun 2002 sebesar Rp. 2.814.285.000 ( Dua milyar delapan ratus empat belas juta
dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah ), berupa pengadaan dan pemasangan pipa
lengkap dengan aksesoris, pengadaan dan pemasangan hidran umum, pengadaan

mobil tangki serta pengadaan dan pemasangan terminal air.

iy

Pasal 5

(1) Penyertaan Pemerintah yang statusnya belum ditetapkan sebagaimana tercantum dalam
neraca PDAM per tanggal 31 Desember 2010, dan telah diaudit adalah sebesar Rp.

27.493.731.320,- ( Dua puluh tujuh milyar empat ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus
tiga puluh satu ribu tiga ratus dua puluh rupiah );
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incian Nilai Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

Tanggal 31 Maret 1997 sebesar Rp 2 817.434.320,- ( Dua mllya. delapan ratus tujuh
belas juta empat ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus dua puluh rupiah ) berupa
proyek penyediaan sarana air bersih (PSAB) Kalimantan Barat;

Tanggal 30 Juni 2000 sebesar Rp. 1.054.388.000,- ( Satu milyar lima puluh empat juta
tiga ratus deiapan puiuh deiapan ribu rupiah ), berupa proyek penyediaan sarana air
bersih (PSAB) Kalimantan;

Tanggal 30 Juni 2000 sebesar Rp. 13.036.417.000,- { Tiga belas milyar tiga puluh
enam juta empat ratus tujuh be!as ribu rupiah ), berupa proyek peningkatan prasana

permukiman (P3P);

Tanggal 3 September 2001 sebesar Rp. 2.140.572.000,- ( Dua milyar seratus empat
puluh juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah ), berupa LOAN SPL-INP 23 OECF
meiaiui proyek peningkatan sarana;

ratus empat puluh empat juta sembilan ratus dua puluh rlb plah ) berupa proyek
peningkatan prasana pemukiman (P3P);

Masih dalam proses penvelesaian sebesar Rp. 8 444 920.000 ( Delapan milvar empat

Pasai©

(1) Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak pada Tahun 2007 sampai dengan Tahun
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10 yang belum masuk dalam neraca dan belum diaudit sebesar Rp. 20.831.000.000C,-

( Dua puluh milyar delapan ratus tiga puluh satu juta rupiah ),

J

..‘

_m

- e - 4 AN 4
yat (i)t

ncian nilai penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari

Tahun 2006 sebesar Rp. 1.033.517.000,- ( Satu milyar tiga puluh tiga juta lima ratus
tujuh belas ribu rupiah ) berupa Kegiatan Pengadaan Pemasangan Pipa dan HU
(BAK)} Tahun Anggaran 2006.

Tahun 2007 sebesar Rp. 2.218.674.000 ( Dua milyar dua ratus delapan belas juta
enam ratus tujuh puiuh empat ribu rupiah ), berupa Kegiatan Air Bersin Dana Aiokasi
Khusus (DAK) dengan Jenis Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Lengkap
dengan Accesoriesnva.

Tahun 2007 sebesar Rp. 1.025.438.000 ( Satu milyar dua puluh lima juta empat ratus

tiga puluh delapan ribu rupiah ) berupa Kegiatan Air Bersih/Air Baku APBD I

( Pendamping Air Bersih / Air Baku ) dengan Jenis Pekerjaan Pengadaan dan
Pemasangan Pipa Lengkap dengan Accesoriesnya.

Tahun 2008 sebesar Rp. 2.648.361.00

--------- 0 ( HYs
juta tiga ratus enam pu!uh satu ribu rupiat upa
Khusus (DAK) dengan Jenis Pekerjaan Pengadaan

dengan Accesoriesnya.
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Kegiatan Air Bers-h Dana Alokasi
dan Pemasangan Pipa Lengkap
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Tahun 2008 sebesar Rp. 1.499.778.000 ( Satu milyar empat ratus sembilan puluh
sembiian juta fujuh ratus tujuh puiuh deiapan ribu rupiah ) berupa Kegiatan Air
Bersih/Air Baku APBD I ( Pendamping Air Bersih/Air Baku ) dengan Jenis Pekerjaan

Pengadaan dan Pemasangan Pipa | engkap dengan Accesariesnva.

Tahun 2010 sebesar Rp. 727. 728 000 ( Tujuh ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus

A ith A~ rils Ak hariima Wamianta Air Dnrnh Nana Alalbaci E{k
uuct pu!u!l qc:cpalt H-)u idi}lall ’ UC’JFQ l\cq Q‘GE Ml L2TIoHl LT "\U'\Clcl xii \Jauv

(DAK) dengan Jenis Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Lengkap dengan
Accesories.
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Tahun 2010 sebesar Rp. 3.285.359.000 ( Tiga milyar dua ratus delapan puluh lima juta
tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah ) berupa Kegiatan Penunjang Sarana Air
Bersih ( DPDF dan PPD ) dengan Jenis Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa

——————————— ~ e o ~lend
Lengkap dengan Accesories Paket i

h. Tahun 2010 sebesar Rp. 2.464.492.000 ( Dua milyar empat ratus enam puluh empat
juta empat ratus sembilan puiuh dua ribu rupiah ) berupa Kegiatan Penunjang Sarana
Air Bersih { DPDF dan PPD ) dengan Jenis Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan
Pipa Lengkap dengan Accesories Paket |l

i. Tahun 2010 sebesar Rp. 1.641.796.000 ( Satu milyar enam ratus empat puiuh satu
juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah ) berupa Kegiatan Penunjang Sarana
Air Bersin ( DPDF dan PPD ) dengan Jenis Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan
Pipa Lengkap dengan Accesories Paket Il

j. Tahun 2010 sebesar Rp. 488.135.000 ( Empat ratus deiapan puiuh delapan juta
seratus tiga puluh lima ribu rupiah ) berupa Kegiatan Penunjang Sarana Air Bersih
( DPDF dan PPD ) dengan Jenis Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Hidran
Umum.

k. Tahun 2010 sebesar Rp. 853.529.000 ( Delapan ratus lima puluh tiga juta lima ratus
dua puiuh sembilan ribu rupiah ) berupa Kegiatan Penunjang Sarana Air Bersin
( DPIPD ) dengan Jenis Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Lengkap
dengan Accesaries Paket 1.

I. Tahun 2010 sebesar Rp. 861.095.000 ( Delapan ratus enam puluh satu juta sembilan

puluh lima ribu rupish ) berupa Kegiatan Penunjang Sarana Air Bersih { DPIDP )

dengan Jenis Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Lengkap dengan

Accesories Paket Il.

m. Tahun 2010 sebesar Rp. 458.137.000 { Empat ratus lima puiuh sembilan jula seratus
tiga puluh tujuh ribu rupiah ) berupa Kegiatan Penunjang Sarana Air Bersih ( DPIDP )
dengan Jenis Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Lengkap dengan
Accesories Paket lil.

n. Tahun 2010 sebesar Rp. 475.098.000 ( Empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan
puiuh delapan ribu rupiah ) berupa Kegiatan Penunjang Sarana Air Bersih ( DPIDP )
dengan Jenis Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Lengkap dengan
Accesories Paket IV.

0. Tahun 2010 sebesar Rp. 1.150.312.000 ( Satu milyar seratus lima puluh juta tiga ratus
dua belas ribu rupiah )} berupa Kegiatan Penunjang Sarana Air Bersih ( DPIDP )
dengan Jenis Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Lengkap dengan
Accesories Paket V.

Pasai 7

(1) Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak pada Tahun 2011 sampai dengan Tahun
2012 adalah sebesar Rp. 30.600.000.000,- { Tiga puluh milyar enam ratus juta rupiah ).

(2) Rincian Nilai Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Untuk pembuatan boster sampai dengan Tahun 2012 sebesar Rp. 28.000.000.000,-
( Dua puluh delapan milyar rupiah ).

b. Uniuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan rincian :
1. Tahun 2011 sebesar Rp. 1.000.000.000 ( Satu milyar rupiah ).
2. Tahun 2012 sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( Satu milyar rupiah ).
3. Tahun 2011 sebesar Rp. 600.000.000,- ( Enam ratus juta rupiah ) berupa

pengadaan dan pemasangan pipa Dana Alokasi Khusus ( DAK ).
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Pacsal 8

@) Penyertaan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) setelah ditetapkan

o ommami s e et} D mvnm o mam

btalu:mva diakumulasikan seoadai ut:ﬁdmuah penyenaan modal Pemerintah f\\Jlu

(2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 setelah diaudit, diakumulasikan

P ——— PR R - b | P Py Ry I'\__

Sebagan pendﬂmau penyeiiaan modai Pemerintah Kota Pont dnan

Bagian Kedua
PD. BPR Bank Pasar

Pasai §

2. Tahun 1996 sebesar Rp. 2.500.000.00
b. Tahun 2005 sebesar Rp. 3.700.000.00

m!ya. hm t-u juta r"paah
- m
. Tahun 2006 sebesar Rp. 300.000.000,- {

ilyar tu1uh ratus juta rupiah )
ratus j'u'ta rupiau ]

[V R7e)
- Q)

Bagian Ketiga
PD. Kapuas indah Kota Pontianak

Pasal 10
{1) Penyeriaan Modal Pemerintah Kota Pontianak pada PD. Kapuas indah Kota Pontianak
sampa: dengan Tahun 2006 sebesar Rp. 6.758.224.000,00 ( Enam milyar tujuh ratus lima

puluh delapan juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah ) ;

(2) Rincian Nilai Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a. Tahun 1997 sebesar Rp. 4.500.000.000,- ( Empat milyar lima ratus juta rupiah ) ;

b. Tahun 2002 sebesar Rp. 342.000.000,- ( Tiga ratus empat puluh dua juta rupiah )

berupa bantuan pelunasan pinjaman ;

c. Tahun 2003 sebesar Rp 999.989.000,- ( Sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta
o W i

n
mhilan ratiie dAal 1 rniminh \ harnmma knr\rnln n Dacar Tr\nn h
rupian g

semonan raws G
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puluh lima ribu rupiah ) berupa bangunan kios JI. Patimura dan AR. Hakim ;
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restrukturisasi dan rasionalisasi.
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SUMBER DANA
Pasal 11
Penambahan penyertaan modal Pemerintah Kota Pontianak pada BUMD bersumber dari
APBD
™ A M 15
DRAD Vi
PEMBAGIAN LABA ATAU DEVIDEN
Pasal 12
IA\D Maarah rsandanst rorabhacian 1ok P O (S| | Ty (s (I 5 | ARSE T o
{1) Pemerintah Daerah mendapat pembagian laba dari penyertaan modai pada FDAM Tirta

Khatulistiwa, PT. BPR Bank Pasar dan PD. Kapuas Indah.
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(2) Ketentuan mengenai pembagian laba dari PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat 1)

ayat (1)
berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah
Air Minum Tirta Khatulistiwa;

uan mengena \bagian laba dari PT. BPR Bank Pasar sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Il
Pontianak Nomor 13 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank Pasar Kotamadya
Daerah Tingkat I Pontianak;

(4) Ketentuan mengenai pembagian laba dari PD. Kapuas Indah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Daeran Kotamadya Daerah Tingkat li
Pontianak Nomor 23 Tahun 1997 tentang Perusahaan Daerah Kapuas Indah Pontianak.

BAB Vii
PENGAWASAN
Pasal 13

(2) Guna efektifitas dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Walikota dapat menunjuk Sekretaris Daerah selaku SKPKD untuk melaksanakan tugas
pengawasan.

BAB Vil
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang T
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
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Fasai 15
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggai 3 éktewer 2011

% . WALIKOTA PONTIANAKL

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 10 Okteber 2011

SEKRETARIS

LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK

TAHUN 2011 NOMOR
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PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL P EMERINTAH KOTA PONTIANAK

Al EifSsS AR IA a 5 AT

FPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH KOTA PONTIANAK

PENJELASAN UMUM

(N AN S

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah, sumber pendapatan daerah untuk pembiayaan
pemerintahan dan pembangunan daerah terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah, yaitu
1. Hasil pajak daerah
2. Hasil retribusi daerah
3. Hasil pengeiolaan kekayaan daerah yang dipisankan
4. Lain-lain pendapatan yang sah
b. Dana Perimbangan

c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Hasil pe'ﬁqcsﬁzaaﬁ r\enay'aau daerah yang dipisahkar‘ tersebut huruf a auz._gka
diatas, antara lain bersumber dari bagian laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan

hasil kerjasama dengan pihak ketiga.

Sesuai ()Sﬂﬂdﬂ ketentuan Pasal 75 Peraturan r'emenn:gn HE‘pUDHK indonesia
Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan Modal
Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam
tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang
penyertaan modal daerah.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeri ksaa: Badan Pemeriksa Keuangan Republik
Indonesia Perwakilan Kalimantan Barat a Laporan Keuangan Pemerintah Kota
Pontianak, bahwa Penyertaan Modal Pemenntah Kota Pontianak pada Badan Usaha
Milik Daerah Kota Pontianak yakni PDAM Tirta Khatulistiwa, PD. BPR Bank Pasar
dan PD. Kapuas Indah belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Oleh karena itu jumiah Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak sebagai
tambahan modal pada Badan Usaha Milik Daerah Kota Pontlanak yang akan
dilaksanakan dalam Tahun 2011 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Penjelasan pasal demi pasal tidak periu karena sudah cukup jelas.



